
  

 
 

 

 

 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMAH 

DAN KEPALA DESA BLUMAH KECAMATAN PLANTUNGAN 

KABUPATEN KENDAL 

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMAH DAN 
KEPALA DESA BLUMAH 

NOMOR :141.2 / 05 /KEP/BPD/2023 
NOMOR : 141/Kep. 05 /XII/2023 

TENTANG 

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA BLUMAH TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMAH  

DAN  
KEPALA DESA BLUMAH, 

Menimbang 

 

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan Desa, sebelum ditetapkannnya   

Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, 

maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan 

Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap 

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Kendal, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan 

Kabupaten Tingkat II Kendal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

5694); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 6); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 



2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 

2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1496); 

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

961); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018 Nomor 4); 

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018 Nomor 17); 

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 18); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 152); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21); 

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 

41); 

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47); 

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor  82 Seri E 
No.49); 

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); 

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2018 Nomor 50); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);  

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) 

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan 
Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah 
Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten 

Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2021 Nomor 26);  

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 
Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di  

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2021 Nomor 62); 

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2021 Nomor 64); 

36. Peraturan Desa Blumah No 03 Tahun 2017 tentang 



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(SOTK). 

37. Peraturan Desa Blumah Kecamatan Plantungan 

Kabupaten Kendal Nomor 02 Tahun 2019 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Blumah 
Tahun 2019 

38. Peraturan Desa Blumah Kecamatan Plantungan 

Kabupaten Kendal Nomor 03 Tahun 2019 tentang 
Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Tanah 

Bengkok Desa Blumah Tahun 2019  

39. Peraturan Desa Blumah  Nomor 04 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Desa Blumah (Lembaran Desa Blumah 01 ); 

40. Peraturan Desa Blumah Nomor 02 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blumah 
Tahun 2024 (Lembaran Desa Blumah Nomor 02); 

 

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada 

tanggal, 29 Desember 2023 tentang Pembahasan 

Bersama Peraturan Desa Blumah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. 

 
 MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA BLUMAH 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
BLUMAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
  
 

PERTAMA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Blumah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumah Tahun 

Anggaran 2024. 

KEDUA :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumah Kecamatan 

Plantungan sebagaimana dimaksud dalam   Diktum Pertama 

terdiri dari : 

1. Pendapatan Desa Rp.  1.398.684.180 

2. Belanja Desa   

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.     493.808.180 

b. Bidang Pembangunan Rp.       757.840.100 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.  20.800.000 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.  63.635.900 

e. Belanja Tak Terduga Rp.      62.600.000 
          

             Jumlah Belanja                                                      Rp.    1.398.684.180 



 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMAH 

                                  KETUA 

 

 

 

                                     

                            ADI PRASTYO 

 

 

 

MULYONO, S. Ap 

Penata Tingkat I 

Su rplus/Defisit Rp.                 0 

f. Pembiayaan Desa   

i. Penerimaan Pembiayaan Rp.                0 

j. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                       0 

Selisih Pembiayaan (1 – 2) Rp.                 0 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun   

Berkenaan (SILPA) Rp.                     0 

 

KETIGA       : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Blumah dan 

Kepala Desa Blumah Kecamatan Plantungan ini mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan. 

     Ditetapkan di Blumah 

     Pada tanggal, 29 Desember 2023 

 

     KEPALA DESA BLUMAH 

 

 

 

 

          YAYID WIDAKDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


